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Anggaran
PengamanLn

I

Denpasar (Bali Post)
p6ta" Bali dan jajarannya telah melakukan-berbagai

oersianan peogamanan terkait pemilihan kepala daerah
tpilkatia) s6renlak di enam kabupaten/hota pada 9 De-sem-
ier mendatang. Anggaran untuk pengalqln-an- pilkada.
serentak terse6ut te-lah diketok palu DPRD kabupaten/
kota. Dari Rp 26.134.745.008 yang diajukan, disetuj"iRp
22.07 2.7 l6.OeZ. Selan;utnya, dana tersebut akan dikelola
masing-masing polres.

"Polda Bali tidak kelola dana.
Karena pengamanan pilkada
dilakukan masing-masing polres.
Jika ada bantuan personel dari
polda, yang dipakai dana itu juga,"
kata Kabid Humas Polda Bali
Kombes PoI. Hery Wiranto Rabu
(5/8) kemarin.

Adapun rincian jatah angga-
ran pengamanan tersebut, untuk
Polresta Denpasar digelontor
Rp 3.034.890.000 untuk penga-
manan Kota Denpasar dan Rp
2. 187.380.000 untuk pengamanan
di wilayah Kuta dan Kuta Sela-
tan. Sedangkan Polres Badung
mend:rpat dana pengamanan RP
2,5 miliar, Polres Tabanan Rp
3.069.985.000, Polres Bangli RP
2.597.084.000, Polres Karangasem
Rp 4. 180.649.632, dan Polres Jem-
brana Rp 4.502.728.000.

'Dana tersebut tidak termasuk
untuk kerusuhan. Jika terjadi
kerusuhan akan dipakai dana
khusus yaitu dana kontijensi dari
Polda," ujarnya.

Anggaran teisebut digunakan
untuk kegiatan latihan praop-
erasi, gelar pasukan, pengamanan
kampanye, masa tenang, pemung-
utan suara, penghitungan suara,

oenetapan hasil. dan Pelantikan.
terkait pengerahan peisonel, kata
Hery, tiap tahapan jumlahnYa
berbeda. Saat kampanye dikerah-
kan 1.702 personel, masa tenang
1.600 personel, pemungutan suara
4.363 personel, penghitungan
suara 1.790 personel, penetaPan
1..550 personel, dan Pelantikan
1.759 personel. "Jumlah Pers-
onel seluruhnya yang dilibatkan
12.764 orang, belum termasuk
dari TNI, pecalang dan linmas,"
tegas Hery.

Menurut Kabid Humas, per-
sonel yang terlibat pengamanan
pilkada sudah diberikan arahan
mengenai cara bertindak, mulai
tahapan pendaftaran calon kePala
daerah, kampanye, masa tenang,
pemungutan suara hingga Pas-
capemungutan suara. Pola penga-
manan sudah disusun dan tinggal
dilaksanakan di lapangan.

Selainitu, Polda juga memeta-
kan wilayah yang dianggap raw-
an. Dari pengalaman tahun-tahun
sebelumnya, Tabanan terindikasi
rawan kon{lik. "Itu berdasarkan
pengalaman sebelumnya. Ke-
mungkinan di wilayah lain juga
-terjadi," tegas mantan Kabid
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SIMULASI - Sejumlah anggotl
Rabu (5/8) kemorin di lapong,
pasar ini d.ilokuhs.n untuk me
bulan .Desember mend.atang,

Humas Polda Bengkulu ini.
Selama pengamanan pesta

demokrasi, Polda di-bork-up Tt[I
dan Linmas. "Komppsisinya ba-
gaimana, masih koordiinasi dengan
TM. Kalau personel Brirnob juga
diterjunkan dan jtrmlah PsPuatat
men)tesrufkan dengan tingkat ken
awanan wilayah," tegasnya.

Ia mengimbau dan menga-
jak masyarakat Bali untuk me-
nyukseskan pilkada serentak
dan menjaga keamanan serta
ketertiban. Apalagr BaIi menjadi

tujuan wisatawan dunia sehingga
keamanan dijaga semaksimal
mungkin.'lGlau pilkada serenta_k

Iancar, kan bisa jadi contoh bagi
provinsi lain. Keamanan Bali
harus sama-sama kita jaga," ujar
Hery. (kmb36)di Bali berlangsung aman dan

z
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APBO Perubahan Kota DenP?s?r

DemokrLt
nurunan

Rasio

Denpasar (Bali Post)
Rancangan errgg"J"t Pendapatal i"t Belanja Daerah @eppP)-lg:

rubahan 2015 Pemk?15.";;;;;aan aisetui$ se.mu? fraksi di DPRD

; ;;";;ut. n ari tancan g"1 i-t1s dib uat eks ekutif' sej umlah pos an ggaran

rneniadi,Sorotan frais-i. Salah-satunya yakni penurunan rasio belanja

iu"gi.t"S pada APBD Perubahan ini'

Juru bicara Fraksi Demokrat A.A' Alit pada APBD Perubahan' ttJ*qiif-Tfl:
p"i"^ a"r"- sidang paripurna belum garanpadaposbelanjapegawarrmperlu
Iama ini, m.nyoroti adanya pelqlylan r"""a-"irtp"rhatian,Laienaberpengaruh
t""1" U"il":" t".tg",rte. F;Jaial di lihat terhadap pembangunan daerih'

dari belaja daerah. -""g"fu-i pening\3: Semeniara itu; Fraksi PDI-P dalam

tan vans signifikan aiu'i"at"g-f"" eFSl pandangan uJnu-m.xya yang dibacakan

iffi;;:'?;i;"AFrtitffd;k i"" u"1"":" A.A Puiu Gede wibawa menvoroti lang-

daerah ditet:rpkan np^ilio tiili"q; T;- kah Disdikp_or.a {alqm.melakukan rehab

"d, 
il Z i.lii" p"a^ eie-D p"t"U"tta". gedung sekblah- Fraksi terbesar di DPRD

Alit putra *"rrg"t"t.", .asio belanja b"rp.bt ini berharap aqSr^qem]11-

tia^f.L.te.-"ng pu?" eFiiijfJuk sebl- grrtt"tt seduns sekolah, baik SD, SMP'

.* SZ,Sii ;"i:.""ri. ;n*t^tt ini meningkat it".tprri SMA-harus pula diikuti dengan

menjadi b8,35 persenp^arapgl Periba- p".ty"di"utt sarananya, seperti kursi dan

ir""ls"ar"gt urr ru.ioi,.rtut pos belaniu tuttgk' belajar-sehingga bisa langsung

i;;il;;;;T"-epeo r "a"[? 
f, i1 p"r*,ir, diminfaatka n oleh pihak sekolah.

menjadi4l,6sp"r""tpuJunpfilptn** Fraksi ini juga mendorong Pemkot

han. ,penuru.rur,,u.rJtJt.ii fu-"!*g Denpasar o.tfrr[ membangun-se-kolah

J"ri t"t"" t* tahun l"ip"rli--""i"p"T baru, k_hususnya di tin-gkat SMP.dan

;il;il kh.,.rrr, kururru ini menyang- gMA. Hal ini dengan melihat jumlah lu-

kut pembangunan .".ur^ i."r"t"""6^". Iusan setiap tahunnya terus men-galali

;;;p-;["y; p"au p"tu'^*"- f."pra, pening]atalan. Aki]atnya, banyak-a 
-nak

masyarakat," ujar Alit Putra. sekola-i! yang tidak tertampung di sekolah
'" D'i-;i;ii^ii. t"lu":" lecelt:'kmiigl':'ligt'
&:--a:fii.fiiBlixtH, m I ff.}ij.6fl{'J:fi''.' lf,-ffii.iieffiffl
Hfr[liiflj,,1't1ii iJ;ffi,#fiffi:

rll

BelanJ ilLangsung

2_



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\;, t:rtl tftr 
,1,

UJs*lIFetl

Wfl. Bali Post

Edisi

Hal

Tak Kunjung Cair
Bangli (Bali Post) -

Kalanga_n _DPRD -Ban-gli mernpertanyakan dana hibah reses yang tak kunjung
cair. Padahal sesuai mekanisrne, untuk mencairkan dana itu sudih dilakukan MoU
4u_Lggre Bupati sekitar dua bulan lalu. Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi II
p!$,D_Neng"! S$4ryan, Rabu _(5/8) kemarin. Dia mengatakin dari sekian hibah yang
kini ditanggni qleh bel_grapa qKPD, sebagian besar hibah yang telat pencairannya
ditangani oleh Dinas PU Bangli

Dia pun mempertanyakan
kenapa dana hibah tersebut
tidak kunjung cair hingga saat
ini, padahal MoU-nya sudah
ditandatangani beberapa bulan
lalu. "Kami mempertanyakan
apa sesungguhnya kendala
sampai pencairan belum di-
lakukan, Padahal dana sudah
g4u &", t;4ggql:qgfq"{uk}u":

hambatan apapun dalam me-
realisasi hibah, agar disam-
paikan baik kepada Bupati
maupun DPR. Sehingga jelas
alasannya karena apa," im-
buhnya. Apalagi sejauh ini, be-
berapa kegiatan yang didanai
hibah sudah'nulai dfueriakan
masyirakat

Buh\e"-E! r94\it kggialan
tersebut ada yang hampir ram-
pung._ Pencairan dana hibah
tersebrit.kata Sugiman sudah
sangat ditunggu-tunggu oleh
masyarak,at. Adanya peruba-
han sistem pencairan hibah
yang sejak 2015 ini ditangani
oleh setiap SKPD yang membi-
dtr_rgt, dinilai Sugiman belum
menunjukkan adanya peruba-
han ke arah yang lebih baik.
Menurut Sugiman, dengan
ditangani oleh setiap SKPD,
seharusnya pencairannya hi-
bah sekarang bisa dilakukan
lebih cepat.

Dijelaskannya, pada tahun
sebelumnya, keterlambatan

pencairan hibah banyak diaki-
batkan oleh administrasi yang
membeludak di bulan Desem-
ber. Sehingga untuk mengan-
tisipasi pqrsoalan tersebut,
pbncairan hibah sudah mulai
dirancang bulan April dan di-
tangani oleh SKPD terkait. Ini
dimaksudkan agar pencairan
hibah tidak melewati akhir
tahun. Sementara itu atas lam-
batnya' pencairan hibah saat
ini dia pun meminta kinerja
SKPD terkait lebih ditingkat-
kan lagi. Terlebih pencairan
hibah melalui SKPD saat ini
sudah menjadi komitmen pe-
merintah. (kmb40)

juti administrasi kelengkapan-
nya," kata Sugiman.

Wakil rakyat asal Desa
Manikliyu Kintamani ini men-
gatakan bila keterlambatan
itu disebabkan karena faktor
pendanaan, maka SKPD yang
bersangkutan seharusnya bisa
menyampaikan kendala itu ke
dewan. "Kalau ada hambatan-

Dewan Pertanyakdn

Dana Hibah
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Kasus Dugaan Penyelewengan Pembagian PHR

""ilfffff ["r?liIfU'l[ r*sFi,l{,"lati)"Bali yang sedang_menansani kasus dugaan pe-

nyimpangan p"rno-"ii"" Fifrr. Hotur a'"fr dffi;dii;fiiii-t"t.it enam kabupaten di

Bali, gagalm"*"",or?il";a;?a;tgii:" tii"ui"ol.xL"tttlan Pemprov Bali' Pasalnva'

yang bersarrgt.rt.o-"1;;-fi;;a-fi; ke-l-u-ar kot^' i'Ya, p"-eriksaan tidak jadi karena

vans bersangr.utan"JJJ;T;; t "tr-,t"io'i". 
?";"tt'ieak datans' mau diagendakan

banggilah ulang,,, ;;#d;;G"*"- lr-"il"t?;j;;i-bdt Ashari Kirniawan, Rabu (5/8)

kemarin.
Keuangan Bangli dan Tabanan'
Selainitu, juga Kabag Keuangan
Klunekung Gusti Ngurah Prrtra'
Belas"an si.mber telah diPeriksa
dalam tahaPan PenYelidikan ini'

Dugaan penYimPangan PI{R
ini. beimula dari kicauan anggota
DPRD Badung, NYoman Sentana'
Menurut Sentana, Pembagian
PHR Badung yang diberikan ke

enam kabupaten di Bali tidak ses-

uai dengan PeruntukannYa. Bagi-
bagi PHR itu Yang sebenarnya
untuk mendukung Pariwisata,
ternvata malah digunakan untuk
keperluan lain. Pembagian Yang
diimbil dari APBD Badung 2014

ini, karena tidak sesuai dengan
peruntukannya, jelas meruPakan
penyimpangan. HaI itujuga-tidak
lesuai dengan surat kes'ePakatan
bersama di luar Perda, bahwa
dana bagi hasil itu hanYa untuk

disampaikan pihak BPD, ada hal-
hal yang mendasar Yang daPat
ditaril< pihak penyelidik. "Oleh
karena itu, setelah diperiksa
kami buatkan berita acaranya.
Dengan demikian, data dan ba-
han keterangan yang didaPat bisa
kami jafikan kekuatan membuka
dugaan atas kasus ini,"jelasjaksa
Made Tangkas.

Sementara itu, jaksa Pe-
nyelidik Kejati Bali juga su-
dah merunut para sumber yang
berkompeten untuk dimintai
keterangannya. Pejabat dengan
peran kunci sudah memenuhi
pemerilsaan, yakni Kadispenda
Badung Wayan Adi Arnawa
dan Kadispenda Kota Denpasar
Dewa Nyoman Semadi. Demikian
juga mantan Kadispenda Bali
Wayan Suarjana yang saat ini
Sekwan DPRD Bali. Di tinekat

pariwisata. (kmb37)

Edisi :

Hal : 3

hk Dtt1llfl, Mantan Kabiro

Keuangan Pemprov

Dipanggil Ulang

Sebelumnya, pihak Kejati Bah hasil pH R terseb ut- dikirim
belummenemukanadanlaP.""9"- ;;;i"i B""t BPD Bali. Pihak
tan melawan huhl* €NIH)SJtr ;;;;iJit" 1""t" iiaak langsung
kasus d-ugaan pembaslrn PHR ;;;i;; i;f;r;"si banf soa-i
dari Badung darr l{ota.uenPf,sll itu. namun melalui permoho-
keenam kabupaten- lain di Bali. 

"Jir'""*liit 
*t""i"g yakni

Atas kondisi itu, pihak penvrdik i;;;$;;; Brh 
"-ebuea"t 

"p*rut
terus m_engembangkan pqnye: ;;ril; n-mif Ffitr tersebut
lidikan. walau ""jy+It!?L?l^it i"f ;;b ;;ik" ;t. t. p u aa
Pemprov Bali sudah diperiksa' ;;;;*k.b;;iten di"Bali. 

-

namun itu masih terasa turang ..'fjit--[^frkannya, 
bahwa in-

sehingga sej.umlah pejilil gil,f";;;;;;t; ;;h*' dan dana
grantal p9Ja!3t di?emprov ts"1' ;;;;;;J;;dulam rekening,
kembalidiperikda.Salahsatunya, .iff dd;ilmi dan mulai tei-
lna,nlan pejabat penlprov yakn ;;;. il;;n keterangan yang

mantan Kabiro Keuangan.
Sebelumnya, mdmang se-

iumlah peiabat sudah diPerik-
sa, termaiuk dari Pihak bank.
Misalnya, Direktur Utama
(Dirut) Bank Pembangunan
Daerah (BPD) Bali I Made
Sudia, Kamis (2/7) lalu. Pe-
manesilan tersebut untuk me-
mast-ikan ada dana mengendaP
di BPD Bali dari kiriman hasil
PHR Badunb dan PenPasar.
Pemanggilan Dirut BPD Bali
dirasa sangat Penting, karena
berkenaan dengan dana bagi
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Kasus Korupsi Pipani$asi di Karangasem

Merasa Diboho gi Rckanan

$R lr+re - Dr^d_atnpingi penoethat hukumnyo, ,"rtriilrii"iff)
b.agug Macle Uha mengusap air rnata di wajahnya densan
tisu se.usai mgngihuti eld.aig d.engan agendi pe*bitiiii"_
tail srctang ctugaon horupsi h_asus pipanisasi d.i Kobupaten
g g r qn g q9 e!. Ke t u a r g a iy g 1t 94 i_i i e ns ik ut i 

" 
i a i "{ ii i iliS^1lar d.i Pengadilai Tind.ak pidona K6rupsi, n"i"i, hiiT

(5/8) kemarin.

- PEMBELAAN cukup meng-
hanrkan disampaikan atas tun-
tutan dua tahun penjara yang di-
a lamatkan paaa Ir. t.S. ldiae 6ka.O4+ pledoinya, terdakwa yang
menjabat pejabat pelaksara teknj;
tegiatan. (PPTK) i[u mengaku
bahwa dra sangat mendukung
upaya pemerintah dalam mem_

lelantq-s. lorypsi. Dalam sidang
Rabu (5/8) kemarin, di depai
pajelis hakim prmpinan Hasoiban
tirantun, terdakwa menjelaskan
bahwa setelah ahli menyatakan
pipa-yang terpasang tidak ses-
uar. d_engan yang direncanakan,
terdakwa merasa dibohongi dan
sangat kecewa dengan rek-"anan.
'Tfengapa saya keCewa, karena
sedikit prnr tidak ada niat sava
untr* noerugikan negara," jells
terdakwa.

Pemfsl6an mulai menEharu-
lan ketika I.B. Oka menyimpai-
kanpermohonan maaf pada sairak
kel.uarganya. "Saya meminta
maaf kepada istri, anak-anak
dan saudara-saudara saya serta
masyarakat Karangasem. Jika hal

ini saya dianggap bersalah, dari
lubuk hbiti saya mohon inaaf. Ke-
tahuilah, niat saya semata-mata
untuk membantu masvarakat
dalam hal memenuhi keLutuhan
hidup." katanya.

Satu per satu anaknya dim-
intai maaf, karena kasus yang
dialami membuat keluarganya
terkoyak. Dia mengaku tidakbisa
menemani anak sulungnya yang
retina matanya robek berobat

ke RS. Dh tidak bisa mengantar
anaknya mencari sekolah.'Bah-
kan. dua anaknya mengundurkan
diri dari kuliah di luar BaIi karena
keadaaan bapaknya iLu. ,,Ajik
Oapak - red) minta maaf. karena
kasus yang Ajik alami. Kalian

upaya pemerintah dalam mem-
berantas korupsi dan saya me-
nentang korupsi yang merugikan
rakyat dan negara," sebut Oka.

Sebelumnya, Rabu (2917), I.B.
Made Oka, terdakwa kasus du-
gaan korupsi pipanisasi Karap-
gasem dituntut hu-kuman selama
dua tahun penjara oleh JPU Putu
Gede Juliarsana. Jaksa di depan
majelis hakim pimpinan Hasoloan
Sianturi menyatakan terdakwa
yang menjabat PPTK itu ber-

salah melakukan tindak pidana
korupsi. Yakni, secara berlaniut
telah melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan dengan
tujuan menguntungkan diri send-
iri atau orang lain, atau suatu
korporasi, menyalahgunakan
kewenangan. atau kesempatan,
atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan.
yang dapat merugi-kan keuangan
atau perekonomian iregara.

Atas'perbuatannya itu, ter-
dakwa dituntut hukuman penjara
selama.dua tahun dikuransi sep-
enuhrlya selama terdakwa dalah
tahanan. Di samping itu, terdak-
wa juga dikenskan denda Rp 50
Luta subsidair 6 bulan kurungan.
Jaksa dalam surat tuntutannva
menjerat terdakwa dengan Pasal
3 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999
bgt"ng findak Pidana Korupsi,
sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan UU No. 20
Tahun 2001, tentang perubahan
atas UU Tipikor jo Pasal bb ayat
1 ke 1 KLIHP, jo Pasal 64 ayat I
KIIHP. (knb37)
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Sidang Korupsi BBM Bersubsidi

Hakim Minta Pemilik SPBU
dan Manai ernya Dihadirkan

Denpasar (Balipost) - 
^/^terasadalat-darikesaksian 

juga dipanggil, jadrkan.dia
- -til;-;;"c 

saksi'kembati k""y;;; SIBU Penyaringan iaksi. Penting ini dihadirkan

a1r.ai"r."" aju- "il""e J"g- M"i.t u dinilai plintat-plintut biar tahu juga karyawannya
aan korupsi Uata., Uat# iH- il;'t;; tidul titt.i.ten den- soal rekomendasi' Biar tidak

;;i; ?Bil1b^il-"bridad""c;; gan iawabannya. Salah satu seenaknva- saja," pinta ha-

terdakwa Made Sueea A#;;. p"g"ir^i SFSU"itu adalah Av'u kim Acmad Peten Sili' 
,

Dari lima orang salcsi iti,, ^ar F"?"i"il. aaanya-keterangin - 
Atas permintaan.itu,ftF"nfr;;i Sl;;i.;; t"*iqr_q" 1'."g di"it.i tiaat konsis-ten Penuntut Umum (JPU) Su-

b^i"" Bakar Umum fS"pgfD, itu,-membuat hakim kesal hadi mengaku akan memang-

kepala desa dan :"g" *^"trii tut"nu mekanisme pencairan gi, n'an'aeer dan orunzr 5'HBU

il"o^1"il;;i;#";;;;i;;, ilerr,r ."'"1.rui reiom"nd"si It,' d"Iuoi"ldangpekan depan'

i,;id;;"-";;; a"" Xop"t".i liJui lesit.r tegas- diketahu- ]'I.{-aq 
ini perintah haki.m' Ya,

(Kad.isperindagkop) "f"-'f"t"u, i,,yu. Sedt" juga.soh i=*glg'l kita harus panggil pemilik dan

ii*Xiff,f"a"-iy"'ataU O""* surat-suratnyal"Apakah SPBU nto'nager.-nya," sebut Suhadi

r"o^. a"" *"sfr uhap kasasil. sudah digeledah? Apa saja buk- usai nersidangan.

Avu Ardiani tidak banyak tinya?'tanya hakim. Sementaia kepala desa

alt?iri^-"i"tr'*ii"l* rr.ti,o iaksa prrn mengatak-an sg.temnqt, banvak mengaku

;il;;;;-I.-,"i p"t"" Sifi ada barang buktiriya. Na- tidak tahu atas kdsus ini' Be-

densan hakim urrggo;;-8";l -"", hakim belum_ puas gitu juga ketika ditanya ten-

ffi Stli;ffii;i'a.""ihpt.tii. GG;" konttisi itu sehingga tang perusahaan UD Sumber

Wanira yang kernarin ;ril;t ;;;;;i;hk"n jqtgg aa11 Maiu. "tni perusahaan apa?

kedinginan itu, tranya dicJrc" 4"1u-t.u^" i'J;;;iilX":^"il Xeiit, *u.t"t"ogu!' qKM
;i;%*b;;ur, ""to-L.rd".i Jembrana itu" untuk 

-me- 
atau apa?" tanya hakim' S-ang

yang dijatuhtu., p"r,tr.ttuu" m"nsgtl-d"" m_enghadirkan Fades tak mampu menjawab

terdakwa, Uuit p"rJliTiu" t";fiik SPBU daima-na-ger- karena tidak tahu' "Seper-

rekomendasi melalui telepon nya, Ketut suyanta di Pen- tinya sama," jawab kades'

;^-;p;a^r"-pu"t"-*i'l'"" ;;;ir^" iipi::j"?l:*::l: IieYTtll"?"o1T"Tltl,tli';3iu:ilffi*-#ffiffi;;o"n 7'tii"Z,i".^-dvl:"e"r'"fUg. "Kalau'tidak bis-a, va bilang

;;;;?;;j"Ii.-hiti"i'r"-r."-- juair.ai satii. Femitik SPBU tidak bisa." (kmb37)


